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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
      Pada awal pembentukan negara Indonesia dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur, negara telah mencanangkan beberapa 

kebijakan strategis dimana salah satunya merupakan pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional tersebutidentik dengan pembangunan sektor ekonomi riil, 

seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan jasa, 

industri, serta peternakan dengan banyaknya sektor pembangunan tersebut tentu 

menimbulkan kebutuhan baya pembangunan yang tinggi serta rumit apabila di 

danai hanya dengan dana negara. 

      Pembangunan Nasional Indonesia memiliki sumber utama berupa dana dalam 

negeri namun dengan dana yang terbatas tersebut pemerintah kemudian berupaya 

memanfaatkan dana asing salah satunya adalah investor asing melalui penanaman 

modal asing. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting dari 

suatunegara, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi suatu indikator 

bahwa negara itu mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan finansialnya 

secara mandiri.1 

Dari penjelasan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa suatu negara akan 

berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar 

daripada nilai penyusutan faktor- faktor produksinya. Negara yang memiliki 

investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung 

mengalami perekonomian yang stagnasi. Stagnasi merupakan suatu kondisi 

perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat atau bahkan nol dalam kata 

lain tidak tumbuh sama sekali. Penanaman Modal sendiri diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007,dalam Undang-Undang tersebut telah mencangkup 

dalam ranah Penanaman Modal Asing serta Penanaman Modal Dalan Negeri 

“Untuk lebih menarik keberadaan investor di Indonesia maka arah kebijakan 

                                                     

 
1 Abdul Manan, 2016, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cet. 2, Jakarta: 

Prenadamedia Group, Hlm. 8. 
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pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan 

konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak bias dantidak mudah berubah 

sesuai dengan selera pengambil kebijakan, dengan katalain kebijakan yang terarah 

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penanam modal sehingga 

penanaman modal dapat memberikan peranan yang signifikan bagi pelaksanaan 

pembangunan nasional.”2 

      Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dengan fokusmendorong 

terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif dan mempercepat peningkatan 

penanaman modal. Antara investor dengan negara penerima modal tentu memiliki 

masing masing tujuan, investor dengan tujuan bagaimana mencari untung 

sedangkan negara penerima modal memiliki tujuan adanya partisipasi investor 

dalam pembangunan nasional. 

      Perkembangan ekonomi yang pesat serta kemajuan teknologi dan industri 

telah mengakibatkan produksi berbagai barang dan/atau jasa, meninggalkan 

konsumen dengan berbagai pilihan. Setiap bangsa berusaha untuk meningkatkan 

kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmurannya rakyat. Upaya ini dilakukan 

dengan berbagai metode yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di 

Indonesia, upaya untuk meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.3 

      Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Sumber daya alam 

berupa kekayaan mineral, tambang, hutam, laut. Kekayaan alam tersebut terdapat 

hampir di setiap wilayah Indonesia, tersebar dari Indonesia bagian timur sampai 

dengan Indonesia bagian barat. Untuk mengolah sumber daya yang melimpah, 

Indonesia memerlukan modal yang besar. Kebutuhan tambahan modal diperlukan 

Indonesia untuk menutupi kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) yangsangat kecil. Investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan 

ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi negara tersebut 

                                                     

 
2 Ibid, Hlm. 8. 
3 Tubagus Andri Purnama, ‘The Urgence of Renewal Investment Law and Investment Dispute 

Settlement in Indonesia’, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 

(JURRISH),Vol. 2, No.1, Hlm. 104. 
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membutuhkanmodal yang terus menerus agar dapat berkelanjutan. Dengan 

pendapatan per kapita yang rendah, Indonesia mengumpulkan modal dengan 

kecepatan tinggi untuk mengejar perekonomian yang berpenghasilan lebih tinggi. 

Kebutuhan modal secara berkelanjutan hanya dapat terpenuhi apabila faktor-faktor 

pendukung yang menghambat iklim investasi dapat diatasi, seperti dengan 

meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, terciptanya 

birokrasi yang efisien dalam kepastian hukum di bidang penanaman modal.4 

      Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah terus berupaya mencari sumber-sumber 

pembiayaan baru bagi pembangunan baik yang berasal dari dalam negeri 

ataupun luar negeri. Pembiayaan yang berasal dari luar negeri ini dapat berupa 

investasi. Pada dasarnya investasi merupakan pembentukan modal yang 

mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod-Domar, dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai 

stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal 

asing.5 Untuk negara-negara yang belum maju seperti Indonesia, penanaman 

modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil 

untuk pembiayaan pembangunan. Penanaman modal asing merupakan salah satu 

sumber dana dan jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkait sifat 

khususnya berupa paket modal, teknologi dan keahlian manajemen yang selektif 

serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara 

yang bersangkutan. Penanaman modal asing ini dimanfaatkan oleh negara sedang 

berkembang (Indonesia) sebagai dana tambahan disamping tabungan. 

      Hakikat kegiatan penanaman modal mengacu pada tujuan konstitusi Indonesia 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum, serta amanat Pasal 33 (3) tentang sumber 

daya alam yang terkandung untuk di pergunakan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat Indonesia.Salah satu investasi yang dipilih oleh negara adalah 

                                                     

 
4 Sagita, Rendy (2013). “Analisis Kausalitas Infrastruktur Dengan Investasi Asing Untuk 

Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia”, E-Journal Unnes. Vol.3 Hlm,2, Diakses 

dari Analisis Kausalitas Infrastruktur Dengan Investasi Asing Untuk Meningkatkan Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia (unnes.ac.id) 
5 Sukino S, (2010), Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 6.  

http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/17576
http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/17576
http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/17576
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investasi asing. Secara singkat, penanaman modal asing didefinisikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menanam modal 

secaralangsung atau tidak langsung pada usaha produktif dengan tujuan 

memperoleh pengembalian modal awal. Di Indonesia penanaman modal asing 

sudah ada sejak tahun 1967 tepatnya pada awal orde baru yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan 

telah diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. 

      Penanaman modal asing ini dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang 

(Indonesia) sebagai dana tambahan disamping tabungandomestik. Rendahnya 

tingkat pendapatan di negara berkembang menyebabkan Indonesia mengalami 

kekurangan kapital guna pembiayaan pembangunan. Akumulasi tabungan 

domestik yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya yang 

dibutuhkan dalam proses memicu pertumbuhan ekonomi. Dan disisi lain adalah 

kekurangan dalam memenuhi kebutuhan devisa untuk membiayai kebutuhan 

impor barang- barang modal (capital goods) dan impor barang-barang intermediasi 

(intermediate goods). Dengan demikian untuk menutupi kedua kekurangan 

tersebut, indonesia mengusahakan sumber dana eksternal berupa investasi asing. 

Penanaman Modal Asing (PMA) termasuk dalam golongan penanaman modal 

swasta. Apabila kemampuan penanaman modal pemerintah sangat terbatas, maka 

penanaman modal menjadi penting. Bersama-sama modal dalam negeri, 

penanaman modal asing yang memadai diharapkan mampu mengangkat kegiatan 

ekonomi dari kelesuan. 

      Semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967. No.11 Tahun 

1970 tentang PMA dan Undang-undang No.6 Tahun 1968. No.12 Tahun 1970 

tentang PMDN, investasi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Walau 

demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. 

Kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh 

kalangan masyarakat atau sektor swasta, baik PMDN maupun PMA, namun juga 

penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembentukan modal domestik 
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bruto meningkat dari tahun ke tahun. 

      Adapun tujuan diadakannya penanaman modal asing adalah untuk 

mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Ada beberapa manfaat melalui 

penanaman modal asing, seperti: penyerap tenaga kerja Indonesia, peningkatan 

devisa negara, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan penerimaan 

pajak negara, dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain dampak positif 

investasi asing terhadap negara-negara penerima modal, negara-negara penanam 

modal juga mendapat keuntungan dari biaya upah yang rendah untuk tenaga kerja 

di negara- negara berkembang. 

      Namun, dalam praktik penanaman modal asing di Indonesia, investor asing 

menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: perubahan peraturan yang cepat, 

inkonsistensi peraturan terkait penanaman modal, transparansibirokrasi, korupsi, 

proses perizinan usaha yang berbelit-belit, kurangnya akses, sarana & prasarana 

dalamberbisnis, dan ketidakpercayaan negara asing terhadap sistem hukum 

penyelesaian sengketa Indonesia. Tidak mengherankan apabila inkonsistensi 

regulasi di bidang investasi berdampak pada hak dan perlindungan investor asing 

sebagaimana termaktub dalam prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).6 

      Berangkat dari hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa negara harus 

membenahi sistem hukum nasional yang dapat memberikan penegakan hukum 

bagi investor asing berupa kepastian hukum, guna menarik investor untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi, investor asing lebih memilih 

negara dengan produk legal yang bisa menjamin bisnis bebas risiko. Oleh sebab itu, 

penulis tertarik menulis skripsi dengan mengangkat judul:  

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP INVESTASI ASING DALAM 

PRAKTIK PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA” 

                                                     

 
6 Januari Nasya and Ayu Taduri, 2021, ‘Lex Scientia Law Review The Legal Certainty and 

Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia’,LeSRev (Lex 

ScientiaLawReview),Vol.5,Hlm.119–38diaksesdari 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/issue/view/2063 
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B. Rumusan Masalah 

      Berangkat dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijawab 

dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana aturan hukum tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia 

dalam berbagai ketentutuan peraturan perundang undangan ? 

b. Bagaimana pengaturan tentang Penanaman Modal dalam praktek 

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

      Adapun penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sesuai dengan 

topik permasalahan, maka penulis membatasi dengan ruang lingkup yang 

membahas mengenai perlindungan serta kepastian hukum yang mengatur investor 

asing dalam melakukan penanaman modal asing di Indonesia dalam ruang lingkup 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

 

D. Maksud dan Tujuan Penilitian 

1. Maksud Penelitian 

      Berkaitan dengan Permasalahan tersebut diatas maka maksud penelitian 

proposal skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa terkait aturan hukum tentang 

Penanaman Modal Asing sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang ada. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan hukum bagi 

penanam modal  terkait praktik penanaman modal asing di Indonesia. 

2. Tujan Penelitian 

a. Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuanhukum khususnya, berkaitan dengan kedudukan dan 
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pengaturanpendiriian perusahan penanaman modal asing di Indonesia. 

b.  Sebagai tambahan informasi bagi penegak hukum dan praktisi 

hukum mengenai upaya pemerintah terkait pelanggaran hukum dalam 

praktik penanaman modal asing di Indonesia. 

 

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep 
1. Kerangka Teori 

      Dalam pembahasan penulisan proposal ini tentunya dibutuhkan suatu 

kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji, secara umum 

menurut beberapa ahli Ida Bagus Wyasa Putra mengemukakan pengertian 

hukum investasi. Hukum investasi adalah: “norma-norma hukum 

mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannnya investasi, 

syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan 

agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat” Teori 

merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial.Secara Khusus teori 

merupakan salah satu konsep dasar penelitiansosial. Secara khusus, teori 

adalah seperangkat konsep,konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha 

menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci 

hubungan sebab-akibat yang terjadi.7 

a. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum 

secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum 

merupakanpertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif 

bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika 

suatu peraturan dibuat dan diundangkansecara pasti karena 

mengatur secara pasti dan Logis.8  

      Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat 

dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata 

                                                     

 

7 Masri singarimbun dan Sofyan effendi, 2007, Metode penelitian sosial, LP3ES, Jakarta, Hlm.37 
8 Cst Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, Hlm,385 
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darikepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum 

terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang 

melakukan. 

      Adanya kepastian hukum setiap subjek hukum dapat 

memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan 

hukum itu, kepastian sangat diperlukan untukmewujudkan 

keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidakdapat dipisahkan 

dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa 

nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di 

gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.  

      Kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan dari 

negara penerimainvestasi yang diberlakukan bagi penanam 

modal, yang memberikan perlindunganhukum terhadap modal 

yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan 

usahainvestor. Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari 

pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia. 

Selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat 

olehpenguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.9 

Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia, satuhal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat 

hukum yang jelas, artinya antara satuketentuan dengan ketentuan 

lainnya tidak saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum di 

Indonesia seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum agar 

dapat berperandalam pembangunan ekonomi. 

Kepastian Hukum menurut Jan Michiel otto, 

kepastianhukum yang sesungguhnya memang lebih 

berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan 

kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan 

                                                     

 
9 Soerjono Soekamto, Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia 

,Jakarta, UI Press, 1974, Hlm. 56. 
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kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalamsituasi 

tertentu yaitu : 

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten 

dan mudah diperoleh (accessible) 

2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara 

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 

Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku 

Kepastian Hukum menurut Jan Michiel otto, 

kepastianhukum yang sesungguhnya Hakim-hakim 

(peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu 

mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan 

peradilan secara konkret dilaksanakan.10 

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak 

hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin 

“kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan 

dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastianhukum akan 

menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan 

akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim 

sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada 

dalamsuasana “social disorganization atau kekacauan 

sosial.11 

 

b. Teori Perlindungan Hukum 

      Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 

                                                     

 
10 L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 

Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, Hlm.84 
11 Ibid, Hlm.85 
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kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungisuatu hal dari 

hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.12 

      Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dariperlindungan, dalam 

hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan 

oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini 

yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya 

dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

      Perlindungan hukum merupakan mencari segala upacaya yang menjadi 

kepastian hukum. Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman 

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan 

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat 

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun 

fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak 

dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek 

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungan. Dua 

hal yang mempengaruhi kegiatan FDI di suatu negara, yang pertama yaitu 

lingkungan atau kerangka kebijakan suatu negara. Kondisi suatu negara 

menjadi salah satu hal yang paling penting sebelum menetapkan negara 

tersebut menjadi lokasi invertasi. Kerangka kebijakan ini dalam beberapa 

hal, yaitu: 

a. Stabilitas ekonomi, politik dan social. 

b. Aturan yang mendukung masuk dan operasinya suatu usaha 

c. Standar kesepakatan internasional 

d. Kebijakan dalam memfungsikan dan struktur pasar 

                                                     

 
12 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu ,Surabaya, 

Hlm. 25 
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e. Persetujuan internasional dalam FDI (Foreign Direct 

Investment/FDI) dimana FDI merupakan investasi yang dilakukan 

swasta asing ke suatu negara, berupa cabang perusahaan 

multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, joint ventura. 

f. Kebijakan privatisasi dan 

g. Kebijakan perdagangan dan perpajakan. 

 Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk 

melakukan suatu tindakan hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum 

merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui 

peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.13 Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundangundangan dengan maksud untukmencegah 

suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindunganakhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran.14 

 

1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan 

konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Berikut adalah konsep 

                                                     

 
13 CST Kansil. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, 

Jakarta,Hlm, 102 

14 Ibid, Hlm. 20 
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konsep yang dipakai dalam landasan penelitian adalah: 

a. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki 

suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian 

maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu 

meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. 

b. Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 

penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri 

dan penanam modal asing. 

c. Investor Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha 

asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di 

wilayah negara Republik Indonesia. 

d. Penanaman Modal adalah adalah perseorangan atau badan usaha yang 

melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal 

dalam negeri dan penanam modal asing. 

e. Penanaman Modal Asing adalah Penanam modal asing adalah 

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, 

danlataupemerintah asing yang melakukan penanaman modal di 

wilayah negara Republik Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian menurut KBBI “merupakan cara mencari kebenaran 

dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin 

ilmu yang bersangkutan”. Metode ilmiah merupakan “suatu proses yang sangat 

beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan 

pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, 

dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya 

hipotesis”.Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggalidan mengkaji 

sumber informasi agar mendapatkan kebenarakn hakiki dari suatu gejala atau 
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peristiwa yang terjadi.15 

Menurut Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalaham-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.16 

Bidang ilmu hukum memiliki cakupan yang sangat luas, oleh karena itu 

perlu ditentukan jenis penelitian yang akan dipergunakan sehingga akan menjadi 

alat ukur dan uji terhadapnilai keilmiahan suatu penulisan. Dalampenyusunan 

skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian 

normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian 

yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo 

Soemitro mengenai penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data-

data sekunder, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, teori-teori hukum, doktrin ahli terkemuka. Penelitian yuridis 

normatif berpedoman terhadap norma-norma yang dimuat dalam regulasi 

yang menjadi patokan mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. 

Jadi mengenai pengertian penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan 

observasi langsung. Maka dari itu dalam penulisan penelitian hukum ini, 

penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif. 

                                                     

 
15 I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018), Sampel dan Teknik Sampel dalam 

Penleitian, BandarLampung, Anugrah Utama Rahaja, Hlm.38 
16 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Press, Jakarta,Hlm.3 
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2. Jenis Data 

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis data yaitu data..primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya 

langsung seperti melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang diambil dari sumber-sumber yang telah ada seperti bahan 

pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka, penulisan dalam penelitian 

hukum ini, penulis menggunakan jenis data sekunder dan berikut 

penjelasan mengenai jenis bahan hukum, yaitu: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang utama, sebagai 

bahan hukum yangbersifat autoritatif dan memiliki otoritas”. Bahan 

hukum primer meliputi “peraturan perundang-undangan dan segala 

dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum”. Bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal 

3) Peraturan Perundang -Undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah “bahan hukum yang diperoleh dari 

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- 

dokumen resmi, data yang diambil dari internet,kamus, serta 

wawancara”. Publikasi ini meliputi “literatur-literatur ilmiah, serta 

buku- buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang 
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dibahas”.17 

 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan non hukum primer maupun non hukum sekunder akan 

digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian skripsi. Sebagai 

penunjang darisumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non 

hukum dapat berupa “buku- buku mengenai penanaman modal, buku 

pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang 

diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang 

mempunyai relevansi dalam topik penelitian”.18 

Tersier adalah “bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih 

rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukumsekunder” 

seperti “Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan 

bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 

pada penelitian ini.” 

3. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang dipake oleh penulis adalah metode penelitian yang 

pendekatannya melalui undang- undang (statute approach) dan pendekatan 

kasus, tujuan dari metode tersebut untuk memberikan keterangan, jawaban, 

isu, atau untuk jadi bahan refrensi dalam menemukan informasi dalam 

sebuah penelitian. Pendekatan undang-undang (statue approach) 

Pendekatan undang-undang (statue approach) ialah dengan menggunakan 

metode dimana seorang penulis menelaah atau mengkaji suatu peraturan 

atau undang undang bahwa dalam undang-undang tersebut sesuai dengan 

norma hukum yang berlaku, serta mampu memberikan solusi permasalahan 

                                                     

 

17 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, Group, 

Hlm.115 

18 Ibid., Hlm. 164 
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hukum sehingga tidak akan ada kesalahan maupun kekurangan suatu 

hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka 

penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum 

untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan 

akademis dalam ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan 

pendekatan perundang- undangan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Dalam Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana 

yang di kemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik 

pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan 

studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.19 

3. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah lanjut dari pengolahan data. Secara 

sederhana analisis ini disebut “sebagai kegiatan memberikan telaah yang 

dapat berarti menentang, mendukung, dan mengkritik, menambah atau 

memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil 

penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah 

dipelajari”. 

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu “menguraikan data dengan bentuk 

kalimat yang tersusun secara runtun, logis, serta tidak tumpang tindih”. 

Data pada penelitian ini disajikan tersusun dan sistematis sehingga 

menghasilkan penjelasan yang lengkap, teratur dan logis sesuai dengan 

pokok masalahdalam pembahasan penelitian ini kemudian dapat ditarik 

kesimpulan secara induktif yaitu “penarikan kesimpulan yang bersifat 

khusus menjadi bersifat umum”. 

                                                     

 
19 Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Hlm. 160 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum ini adalah memberikan gambaranyang jelas 

dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulislakukan 

dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian 

dan sistematika penulisan 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan 

dengan pokok permasalahan dalam penulisan. 

 

BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA 

Memuat analisis mengenai aturan hukum tentang Penanaman Modal Asing 

di Indonesia dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan  

 

BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA 

Memuat analisis mengenai penerapan hukum tentang Penanaman Modal 

Asing di Indonesia  

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bagian Bab ini, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan 

sebagaimana diuraikan pada bab sebelum nya, kemudian berisi tentang 

saran dalam penelitian ini. 

 

 

 


